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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengamati, mempelajari serta mengikuti proses praktek langsung

dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada Seksi Pengujian

Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen maka dapat disimpulkan bahwa :

1.

Proses pelayanan administrasi di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Kebumen menggunakan 1 loket dalam pemberian pelayanan,
loket diperuntukkan untuk  pendaftaran, pembayaran retribusi dan
pengambilan hasil uji dilakukan oleh satu petugas. Petugas mengalami
kerepotan untuk memberikan pelayanan karena harus menangani 3
pekerjaan sekaligus. Semua dikarena terbatasnya petugas administrasi.

Pelayanan administrasi pengujian kendaraan bermotor pada Seksi Pengujian
Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen tidak cukup dilakukan dengan
menggunakan 1 loket membuat penumpukan pekerjaan pada petugas
dibuktikan dengan waktu pelayanan untuk 6 dokumen pada kondisi nyata
membutuhkan 165 menit sedangkan pada kondisi rencana membutuhkan

144 menit dan memiliki selisih 21 menit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas untuk meningkatkan pelayanan administrasi

pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen maka

disarankan supaya :

1.

2.

Supaya pelayanan lebih baik dan optimal diperlukan penambahan sumber
daya manusia yang sesuai agar menunjang peningkatan dalam pelayanan
administrasi di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen.
Untuk menambah kemudahan dalam pelayanan administrasi pada Seksi
Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kebumen dilakukan
penambahan loket sehingga mempercepat dalam memberi pelayanan.
Pemisahan loket ini dibagi sesuai dengan kepentingan masing-masing,
sebagai contoh : a. Loket 1 . Loket Pendaftaran Uji

b. Loket 2 : Loket Pembayaran Retribusi

C. Loket 3 : Loket Pengambilan Hasil Uji
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